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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah

daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan

Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum,

Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun

2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman Pedoman dan

Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode

penelitian hukum Normative (yuridis normatif) yang menekankan penelitian pada telaah kaidah/substansi

hukum yang menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam tesis ini ditemukan bahwa permasalahan menara bersama telekomunikasi terkait dengan aspek-aspek

lain seperti penerapan prinsip fasilities sharing di industri telekomunikasi yang telah menjadi isu global dan

telah diterapkan dibeberapa negara. Sedangkan dari aspek hukum, nuansa otonomi daerah sangat kental

mengingat peran pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak implementasi pengaturan menara

telekomunikasi. Dalam nuansa otonomi daerah ini yang menonjol adalah perizinan yang kemudian terkait

dengan retribusi perizinan.

Hal lain yang dirasa menjadi permasalahan penting adalah kedudukan peraturan bersama menteri yang

menjadi dasar bagi pengaturan menara bersama di rasa kurang memadai mengingat kedudukannya dalam

tata urutan perundangundangan di Indonesia. Disamping itu aspek persaingan usaha juga menjadi isu yang

penting.untuk dibahas. Akhirnya tesis ini ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran untuk pelaksanaan

penaturan menara telekomunikasi ke depan.

<hr>This thesis discusses how the conflict of authority between the government and local governments in

the implementation of the Guideline Development 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Permenkominfo Joint

Telecommunication Tower and the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs, Minister of Public

Works, Ministry of Communications and Information Technology and chief Investment Coordinating Board

(No. 18 of 2009-07/PRT/M/2009- 19/PER.MENKOMINFO/03/2009 - 3/P/2009) on Guidelines and

Guidelines for Joint Use of Telecommunication Tower. The method used in this thesis is a normative legal

research methods (normative), which emphasizes research on the study of rules / legal substance that

became the norm in the legislation.

In this thesis found that problems related to the telecommunications tower together with other aspects such

as application of the principle of sharing fasilities in the telecommunications industry that has become a

global issue and has been implemented in several countries. While the legal aspects, the nuances of regional

autonomy is very strong considering the role of local government to spearhead the implementation of

regulation of telecommunication towers. In the nuances of regional autonomy that stand out are the licensing

and permitting fees associated with.

Another thing that is felt to be an important issue is the status of joint ministerial regulations which became
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the basis for setting the tower along with the sense of lack of appropriate, considering its position in the sort

order legislation in Indonesia. Besides that aspect of business competition issues penting.untuk also be

discussed. Finally, this thesis concludes with a summary and some suggestions for the implementation of the

regulation of telecommunications towers in the future.


